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EDITORIAL

Memasuki triwulan ke-2 ditahun ini,
redaksi mempertengahkan hasil-hasil pemikiran
yang perlu untuk dibaca dan dikritisi bagi para
akademisi maupun praktisi hukum.

Tema-tema tersebut antara lain :

- Pengaturan pengelolaan konservasi kelautan
berkelanjutan,

- Pengaturan hak normatif bagi pekerja/buruh
menurut Undang-Undang nomor 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan.

- Euthanasia dalam perspektif hukum pidana,
etika profesi kedokteran dan hak asasi manusia,

- Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman guna
menciptakan peradilan yang bebas dan tidak
memihak.

Kejahatan korporasi dalam hukum perbankan
Indonesia.

- Proses dan lembaga penyidikan pada tindak
pidana korupsi.

- Eksistensi pengadilan pajak sebagai badan
peradilan di Indonesia.

- Pergeseran tanggung jawab tindak hukum
administrasi ke tindak pidana korupsi dalam
kasus diskresi hukum pejabat tata usaha
negara.

Redaksi mengucapkan terima-kasih bagi
para penulis yang telah menyuguhkan
pemikirannya. Kiranya gagasan dan buah pikiran
yang tertulis ini dapat memberi manfa'at bagi kita
semua.
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